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Kesenjangan yang terjadi antara peraturan perundang-undangan mengenai
kewajiban rumah sakit untuk tidak menolak pasien miskin dan kenyataan di
masyarakat yang masih terjadi penolakan pasien miskin oleh rumah sakit
mendorong penulis melakukan penelitian hukum ini dengan tujuan mengkaji
perlindungan hukum terhadap pasien miskin menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang
Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Rumah Sakit), dan mengkaji
tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pasien miskin atas tindakan penolakan
yang dilakukan oleh rumah sakit pada keadaan gawat darurat.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan yuridis
normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan
cara analisis kualitatif dengan pola pikir/ logika deduktif.

Perlindungan hukum bagi pasien miskin menurut Undang-Undang
Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit adalah kepastian, kejelasan, dan
jaminan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat
miskin, yang tertuang dalam aturan-aturan mengenai kewajiban pemerintah dan
rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk melindungi dan
memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak pasien miskin sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang di bidang kesehatan lainnya yang
berlaku. Pasien miskin yang ditolak rumah sakit pada keadaan gawat darurat dapat
melakukan tindakan hukum berupa menggugat rumah sakit tersebut secara
perdata dan/atau menuntut rumah sakit tersebut secara pidana. Tindakan hukum
perdata yang dapat dilakukan terhadap rumah sakit adalah dengan melakukan
gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Rumah Sakit, Penolakan Pasien Miskin, Keadaan Gawat Darurat,
Perlindungan Hukum.
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The discrepancy that happened between the regulations about hospital’s
liability to not reject the destitude patient and the reality in the society that
hospitals rejected the destitude patient make writer did this law research to
examine law protection for the destitude patient according to Regulaton Number
36 Year 2009 regarding Health (henceforth shorthen by Health Regulation) and
Regulation Number 44 Year 2009 regarding Hospital (henceforth shorthen by
Hospital Regulation), and examine the law act that can do by the destitude patient
concerning the hospital rejection in an emergency condition.

The research method used by writer is normative juridical approach with
research spesification that analitical descriptive identifying. Whereas the data
analyze technique that used in this law research is qualitative analyze with
deductive logic.

Law protection for the destitude patient based on Health Regulation and
Hospital Regulation is a certainty, a clarity, and a guarantee that be valid to all the
social stratum including the destitude society, that poured into the regulations
about the goverment’s liability and hospital as the health facilities treatment to
protect and pay attention to destitude patient’s importances and rights that not
contradicted other valid regulations of health sector. The destitude patient whom
rejected by hospital in an emergency condition can do the law act that is charge
the hosptal by civil code and/or prosecute the hospital by criminal law. Civil law
act that can be done to hospital is remanding default accusation by againts law act.

Keywords: Hospital, Destitude Patient Rejection, Emergency Condition, Law
Protection.
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